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BUPATI TORA"IA UTARA
PRO\IINSI SULAWESI SELIITAIT

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA

NOMOR 20 TAHIJN 2015

TENTANG

PENGENDAI,IAN DAN PENGAWASAN MINT]MAN BERAI,KOHOL

DENGAN RAHMAT TLJHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA.IA UTARA,

Menimbang a. tmhwa pengendalian dan pcngawas.tn terhadap

produksi, penjualan dan /atau penyajian minuman

trcralkohol sangat pcnting artinya dalam rangka

memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan

masyarakat dari dampak buruk terhadap

penvalahgunaan minuman beralkohol;

tl. trahwa untuk menunjang kepariwisataan daerah,

peredaran Minuman Beralkohol yang dijual oleh

pengecer maupun yang langsung diminum di tempat

wajib dikendalikan dan diawasi;

<:. tlahwa untuk mclaksanakan kctrntuan Pasal 7 dan

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 tentang

Pengcndalian dan Pengawas:rn Minuman Bcralkohol,

Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan

terhadap produksi, peredaran dan penjualan

minuman hemlkohol untuk ketrutuhan arlat istiadat

dan u pac;rra keagamaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, <1an huruf c maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

1. Un<iang-Un<lang Darurat N<lmor 7 Tahun ig85

tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan

Mengingat



, e-a'f

Tindak Pidara Ekonomi ( Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan

Lemtraran Negara Reputllik In<lonesia N<lm<lr 8O 1)

sebagaimsna telah berapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 197f (l.rmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun l97l Nornor 55, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

2. Undang-Undarrg Nomor 1O Tahun 1S95 tentang

Kapabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Norn<rr 75, Tarnbahan lembararr Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2OO6 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9 Nomor' 93, Tarnbaha-n Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4661);

3. Undang-Undarrg Nomor 1l Tahun 19q5 tentang Cukai

(l,embaraa Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 76, Tarnbahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3613) sebag,qimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2OO7

{kmbaran Negara Republik Indnesia Tahun 2OO7

Nomor 105, Tambaltan [rmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nornor 42, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Un<lang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraia Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

[,emtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OOg tentang

Kepariwisataan (lemtraran Negara Reputrlik Ind<lnesia

Tahun 2O09 Nomor 11, Tambahan [,embaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Y



Nomor 19O);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2O/M'

DAG/PER/4/2014 tent.ang Pengendalian <lan

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Pcnjualan Minuman Beralkohol, scbagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER / I / 2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraia Utara Nomor 5

Tahun 2OlO tentang Urusan Pcmcrintahan Yang

Meniadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5,

Tambahan l,cmbaran Daerah Nomor 2];

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraia Utara Nomor 11

Tahurr 2010 tentarlg Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan

lembaran Daerah Kabu paten Torqja Utara Nomor 3);

18. Peraturan Daemh Katlupaten Toraja Utara Nomor 16

Tahun 2OlL tentang Retribusi lzin Penjualan

Minuman Bcralkohol (Lcmbaran Daenrh Kabupaten

Toraia Utara Tahun 2Ol Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN MINUMAN BE,RALKOHOL.

BAB ]
KF,TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Katrupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelengEaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah l)aerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

as.ts otonomi tlan tugas pcmbantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem

Menetapkan



dan prinsip Negara Kcs.rtuan Rcputrlik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Reputllik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati 5sSqgFi unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan <laerah otonomi.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

.5. Dinas adalah satuan kerja perangkat tlaerah

Kabupaten Toraia Utara yang berwenang

menangani pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol.

6. Kepala Dinas adalah kepala satuan keq'a

perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara yang

trerwenang menangani pengendalian <lan

pengawasan minuman beralkohol.

7. Minuman beralkohol adalah minuman yang

mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH)

yang diproscs dari tlahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengaa cara

fermentasi dan destilasi atau fermentasi taDpa

riestilasi-

8. Minuman Beralkohol Tra<lisional adalah

minuman beralkohol yang dibuat secara

tradisional dan turun temurun yang dikemas

secara sderhana dan pembuatannya dilakukan

sewaktu-waktu, serta <lipergunakan untuk

kebutuhan adat istiadat atau upacara adat.

BAB II
MAKST-ID DAN TTJ.IIIAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah:

a. menata <lan mcngcndalikan pengatlaan,

peredaran, dan peniualan minuman beralkohol;

tl. mengawasi penga<laan, ;rcre<laran, dan penjualan

minuman beralkohol dalam menuniang

pertumbuhan kepariwisataan ; dan



c menunjang kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini trcrtujuan untuk:

a. menertibkan pengadaan, p€redarEln dan peniualan

minuman trcralkohol;

b. menertibkan penjua-lan minuman beralkohol pada

kawasan/ krka si/ ot{ek wisata; tlan

c. meningkatkan perekonomian masyarakat dalam

peredaran, dan peniualan minuman beralkohol.

BAB III
PENGENDAI,IAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan

pengawawrn tcrhadap pengatlaan, pcredaran, rlan

penjualan minuman beralkohol di daerah sesuai

kewerrangamnya.

(2) Pengenda.lian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan untuk mengendalikan dan

mengontrol kegiatan yirng mencakup pendataan,

g:nclitian <lan p€mantauan pr<xluksi <lan

peredarannYa.

(3) Pengawas:rn scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya

sesuai peraturan perundang-undangan yang

herlakr: .

Pasal 5

(1) Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol setragaimana dimaksud dalam Pasal 4

meliputi :

a. penga<laan;

b. peredaran; dan

c. penjualan.

(2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana

Pasal 4



dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mclalui

p€mberian izin.

Pasal 6

(1) Selain Pengendalian dan Pengawasan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati

sesuai kewenangannya memberikan izin tempat

penj ualan minurrmn berlakohol.

(2) Pemberian izir. Tempat Penjualan Minuman

Bcralkohoi clikcnakan retribu si scsuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai Rctribusi lzin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) dan aSat (2) diatur dengan

Peratr)ren f)aerah

Pasal 7

Minuman Beralkohol terdiri dari :

a. Minuman Beralkohol yang tlerasnl dari produksi

dalam negeri; atau

b. Minuman beralkohol yang berasal dari import.

Bagran Kedua
Keria Sama

Pasal 8

(1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana

dimaksud daiam Pasnl 5 Pasnl 6 dapat mclakukan

kerja sama dengan Asosiasi dan /atau Kamar

Daga-ng dan Industri (KADIN) Kabupaterr.

(2) Asosiasi danl atau IGDIN Kabupaten sebagaimana

dimaksu<l pada ayat (1) bcrtindak scbagai

koordinator dan pengawas peredaran dan

penjualan nrinuttan Beralkotrol.

(3) Kerja sama sebafiaimana dimaksud pada ayat (1)

ditantlatangani oleh Bupati dan Kctua Asosiasi

atau KADIN Kabupaten.

TJA1J IV
STANDAR MT]TTJ DAN I,ARE],

Pasal 9

Minuman Beralkohol sebagai66la dimaksud dalam



Pasal 7 harus memenuhi:

a. standar mutu produksi; dan

b. standar keamanan dan mutu pangan.

Pasal 1O

Minuman Bera-lkohol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 yang akan dieda.rkan atau dijual wajib

dicantumkan label sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang flangan.

BAB V
PENGELOMPOKAN, JENIS ATAU PRODUK

Pasal 11

Minuman Eleralkohol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dikelompokkan dalam golongan sebagai

berikut:

a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman

yang mengantlung etil alkohol atau etanol

(C2llsOII) dengan kadar sampai dengan 5% (lima

perseratu s);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman
yang mengandung etii alkohol atau etanol

(C2IIsOll) dengan kadar lebih dari 5% (lima

perseratu s) sampai dengan 2tr/o (dua puluh

perseratus); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman

yang mengandung etil alkohol atau etanol

(C2HSOH) dengan kanT'ar lebih. dai 2tr/" (dua

puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh

lima perscratus)-

Pasal 12

(1) Jenis atau protluk minuman beralkohol golongan

A, golongan B, dan golongan Q s6foagai66116

dimaksud tlal,am Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jenis atau produk Minuman Eleralkohol

sebagaimana dimaksud pda ayat (11 tercantum

dalam Lampiran I dan t"ampiran II yang

merupa,kan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Bu pati ini.

BAB VI
PENDISTRIBUSTAN, PEREDARAN, DAN

PEN.ITJALAN

Pasal 13

(l) Pendistribusian Minuman Beralkohol

setragaimana dimaksud <lalam Pasal 7 dilakukan

seb"p3i berikut :

a. <listributor hanya <lapat mendistritrusikan

Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor
yang diturrjuk; darr

b. Sub Distributor hanya dapat me ndistribusikan
Minuman Beralkohol kepada pengecer

dan/atau Penjual l,angsung yang dituniuk.
(2) Dalam hal distritrutor ti<lak menunjuk Sutr

Distributor, Distributor dapat mendistribusikan

Minuman Beralkohol kepacla pengecer dan/atau

Peniual Langsung yang dituniuk.
(3) Pengecer dan penjual langsung sebagairnana

dimaksud pada ayat (l) hurufb dan ayat (2) hanya

riapat memperdagangkan Minuman Bcralkohol

yang berasal dari Distributor atau Sub

Disl-ribu tor.

(4) Khusus untuk penjual Minuman Bera-lkohol

golongan A, Distritrutor atau Sub Distributor wajib

bertanggung jawab terhadap pengecer atau

penjual langsung yang ditunjuk.

Pasal 14

(1) Fenjualan minuman berlalkohol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk diminum

iangsung <litempat hanya <lapat dijual <li :

a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan

pcraturan perundang-undangan di tridang

ke pariwisataan; dan

b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh

Bupati.

(2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran



hanya dapat dijual oleh pngecer, pada :

a. Su permarket;

b. Hypermarkct; dan

c. tempat tertentu lainnVa yang ditetapkan oleh

Bupati.

(3) Tempat tertentu lainnya s€baga.imana dimaksud
pa<la ayat (1) huruf b <lan ayat (2) huruf c

mempunyai luas lantai pen.iualan paling sedikit 12

m2 (dua belas meter bujur sangkar).

Pasal 15

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diberikan

kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh

satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu
identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 16

(1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (3) wajib menempatkan Minuman Beralkohol

pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak
bersurnaan dengan produk lain.

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli

Minuman Berlakoh<ll meminum langsung diklkasi

pen.iualan.

{3) Pembelian minuman beralkohol olch konsumen

hanya dapat dilayani oleh petugas/ pramuniaga.

BAB VII
PFJ,RMOHONAN SIUP-MR

Pasal 17

(1) Setiap perusahaan yang bertindal< sebagai

Penge<:er atau pcnjual langsung yang

me m perdagangkan Minuman Beralkohol golongan

B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

(2) SIUP-MB yang memiliki peru sahaan

sctragaimana <limaksud pa<la ayat (1) trerlaku

juga untuk memperdagangkan Minumart

Beralkohol golongan A.



(3) Pengecer yang hanya menjual Minumarr

Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

(4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman

Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPLA.

Pasal 18

(l) Bupati sesuai kewenangannya:

a. menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan

penjual langsung di Daerah; dan

b. memberikan rekomendasi untuk penerbitan

SKP-A dan SKPL-A.

(2) SIUP-MB scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku untuk satu gerai atau outl€t.

(3) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 tercantum dalam Lampiran III dan

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

{1) Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau

penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh

perusahaan yang berbentuk badan hukum,

perseorangErn atau persekutuan dengan

melampirkan dokumen persyaratan dan

menunjukkan asli :

a. fotokopi akta pendirian Persrroan Terbatas dan

pengesahan badan hukum dari pejabat yang

berwenang dan akta perubahan (iika

perusahaan pemohon berbentuk perseroan

terbatas);

b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub

Distributor setragai pengecer atau penjual

langsung;

c. fotokopi perizinan teknik dari instansi yang

berwenang;

d. fotokopi Surat lzin Tempat Usaha (SITU);

e. fotokopi Tanda Daftar Peru sahaan (TDP);

f. fotokopi Nomor Pokok Wqiib Pqiak (NPWP);



g. fotokrpi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

penang!{ung jawab perusahaan;

h. pas foto penanggtrng jawab perusahaant ukural
3X4 berwarna 2 (dua) lembar;

i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

Cukaj (NPPBKC), bagi perusahaan yang

mempcrpanjang SIUP-MB; <lan

.i. surat rekomendasi penjualan minuman

beralkohol dari Asosiasi atau KADIN.

(2) Permohonan SKP-A dan SKPL-A kepada Menteri

dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari

Bupati.

Pasa] 2O

(1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak rliterimanya Surat

Permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) belum lengkap dan benar,

Bupati rnenyarrrpaikal pemberitahuan secara

tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung

scjak tanggal diterimanya surat permohonan

kepada pen:sahaan yang bersangkutan disertai

alasannya.

(3) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

BAB VIII
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN

DATA/INFORMASI

Pasal 21

(1) SiUP-MB trcrlaku scsuai dengan surat

penunjukan, dengan jangka waktu paling lama

3 itiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud
pa<la ayat {1):

a. dilakukan paling lama satu bulan scbelum

masa trcrlaku nya trerakhir; dan

b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat

penerbit.



Pas)22

Pengecer dan penjual langsung yang menga-lami

perutrahan dat.a <lan /atau inf<rrmasi yang te()antum
pada SIUP-MB, waiib meng!{anti SIUP-MB dengan

melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB X
PEYIMPANAN

Pasa,l 23

(1) Minuman beralkohol dimasukan atau disimpan
pada tempat perryirrrpanan atau gudang.

(2) Tempat peyimpanan Minuman Beralkohol

scbagaimana dimaksud parla ayat i1), harus

terpisah dengan barang- barang.

Pasd 24

(1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman

trcralkohol kc atau dari tempat penfmpzrnan atau

gudang sebagaimana dimaksud pada Pasa1 23,

ha-rus tercatat pada kartu data peyirrrpa-narr.

(2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), paling se-dikit memuat :

a. jumlah;

b. jenis;

c. merek; dan

(1. tanggal pcmasukan trarang kc gudang dan

asalnya.

(3) Kartu daia perryirrrpanan sebagairnana dinmksud

pada ayat (1) dan ayat (21, wajib diperlihatkan

kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB XI

TIM PENGAWASAN TERPADU

Pas:rl 25

Pengendalian dan pengawasan sebaggimana

dimaksu<l dalam Pasal 5 dilakukan terhadap

Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual

I,angsung.

v\



Pasal 26

(1) Pengendalian dan pengawasan 56[agaimarra

dimaksud dalam Pasa1 25 dilakukan <lengan

membentuk Tim Terpadu:

(2) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (l) terdiri dari unsur-unsur:

a. Dinas yang tugas dan tanggung jawatrnya di

bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

b. Dinas yang tugas dan tanggung jawatrnya di

bidang kesehatan;

c. Dirras yang tugas dan talggung jawabnya di

bidang pariwisata;

d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang keamanan dan kete rtiban;

e. Balai Pengawavrn C)bat <lan Makanan scsuai

wilayah ke rianva; dan

f. Dinas/Ba<lan/Kantor rlan/atau lnstansi tcrkait
lainnya.

(3) Tim tcrpadu scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

diketuai oleh Kepala Dinas vang tugas dan

tanggung jawabnya tli bidang perdagangan.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) Tim Terpadu <lapat

mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai

unsur pendukung.

(5) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan

pcngawasan pcre<laran dan penjualan Minuman

Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

(6) Pemtriayaan kegiatan Tim Terpadu ditrebankan

pada Ang,qaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Tim Terpatlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasai 27

Datam hal diperlukan atau diperoleh informasi

pere-<iaran <lan pcnj uairan Minuman Beralkohol yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Kepala Dinas secana sendiri-sendiri atau



trcrs:rma melakukan pcngawa s,rn g:redaran (lan

pe niualan Minuman Beralkohol.

Pasal 28

(1) Pengecer dan penjual langsung minumal
trcralkohol golong:rn B, dan golongan C wajib

menyampaikan laporan realisasi penjualan

Minuman Bcralkohol kepada Bupati atau pejatrat

yang dituniuk.

{2) Format laporan pengadaan dan realis:rsi peredaran

Minuman Beralkohol dan laporan realisasi

penjualan Mirrumar Beralkohol sebagainrala

dimaksud pada ayat (U tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Bupati, pe.iabat yang dituniuk, atau pejabat penerbit

SIUP-MB tlapat meminta data dan iniormasi mengcnai

kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau
penjualan Minuman Beralkohol kepada Distributor,

Sub Distributor, pengecer, dan penjual langsung.

BAB XII
I.ARANGAN

Pasal 3O

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol

dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk

dikonsumsi sendiri paling banyak l OOO ml (seribu

miililil"er) perorangan dengarr isi kernasan tidak

kurang dad 180 ml (seratu delapan puluh mililiter)

Pasal 3 I

Pengecer atau penjual langsung dilarang

memperdagangkan Minuman Beralkohoi di lokasi

atau tempat yang berdekatan dengan:

a. gelanggang remaja, kaki iima, terminal, stasiun,

kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi

perkemahan;



tr. tempat itradah, sekolah, rumah sakit; dan

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan

oleh Bupati, <lcngan memperhatikan klndisi
daerah masing-masing.

Distributor dan

memperdagangkan

kepada konsumen.

Pas:rl 32

Sub Distributor
langsung Minuman

dilarang

Beralkohol

Pasal 33

Peniual langsung, dan pengecer dilarang
mengiklankan Minuman Beralkoh<ll <lalam media

massa apapun.

Pasal 34

(1) Setiap orang dilarang mendistribusikan danlatau
memperdagangkan minuman lrcralkohol tanpa

izin sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku -

(2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau
memperdagangkan Minuman Beraiklhol yang

tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Pengecer dan Penjual l,angsung yang melanggar

ketentuan sctragaimana <limaksud dalam Pawrl 15

dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan SIUP-MB, dan/atau izin teknis.

(2) Pengecer yamg melanggar ketentuan sebagimana

dimaksu<l dalam Pasal 16 dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan SIUP-MB.

(3) Petrcabu tan SIUP-MB, dan/atau izin teknis

sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan 
^yat 

(21

dilaku kan setelah s€bagaimana tertulis paling



lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 36

(1) Pengecer, dan penjual langsung yang

mcmperdagangkan Minuman Bcralkohol titlak
memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam

Pa sal 17 ayat (l) dikenakan sanksi administratif

berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

(2) Pcngecer dan penjual langsung yang menjual

langsung Minuman Beralkohol golongan A tidak
nremiliki SKP-A atau SKPL-A sebageirnana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4)

<likcnakan s:lnksi administratif trcrupa

pencabutan lzin Tempat Peniualan Minuman

Beralkohol, SIUP-MB, atau izin teknis.

Pa sal 37

[1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dikenai sanksi administratif berupa pencabutarl

SIT]P-MB.

(2) Pencabu tan SIUP-MB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan

peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas)

hari keria.

Pasal 38

Pengecer atau penjual langsung yang

mcmpcr<lagangkan mimunan Beralkoh<tl <li lokasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan

s:rnksi administratif bcrupa prcncabutan SIUP-MB

danlatau izin teknis.

Pasal 39

Penjual langsung, dan pengecer yang mengiklankan

Minuman Beralkohol dalam media massa apapun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan

sanksi administratif berupa pcncatrutan SIUP-MB,

dan / atau izin teknis.



Pasal 40

(1) Setiap orang perorangan yang mendistribu sikan

dan/ atau mernperda,gangkan Minuman Beralkohol

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dikenakan sanksi scsuai tlengan kctcntuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Badan usaha yang mcn<listritrusikan <lan/atau

memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak
dilengkapi dengan perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan

sanksi a<lminstratif trcrupa pencatrutan SIUP

dan/atau izin teknis.

Pasal 41

(1) Pcnge-cer atau penjual langsung yang mclanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

tlikenakan sanksi administratif trerupa

pencabutan SIUP-MB oleh Bupati atau pejabat

penertiit.

(2| Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan

peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XtV
KETENTUAN PERAI,IHAN

Pasnl 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku SIUP-

MB yang diterbitkan setrelum trrlakunya peraturan

menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

Pasal 43

Pengecer atau Peniual Langsung Minuman Beralkohol

golongan A wajib memiliki Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol, SIUP-MB, berdasarkan

ketentuarr dalafil Peraturar Bupati ini paling larnbat 6

(enam) bulan se.iak Peraturan Bupati ini diundangkan'



BABA XV

KEf,EI.ITUAN PENUTUP

Pasal

44

Pada seat Peraturan Bupati ini mulai berL;aku, segala

ketentuan yang trcrlaku yang trertentangan dengar

Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pergundangan Peraturan Rupati ini dergan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Torqia

Utara.

Di di Rantepao
pa{ta 13 JuJ.i 201

RAJA KA

5

ASISTEi!

J

FREDE TTI SORRING

Diundar, gkan di Rantepao
pada tanggal 13 Jul-i 2c1i
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I.AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 trAlu]i 2015 IAl[0OAr 13 ubL 2015

TENTANG
PENGENDAI.IAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS I'ITODUK MIN UMAN TERALKOfIOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A Golongan B Golongan C
Shandy, Minuman
ringan beralkohol,
Bir/ Beer, Larger, Ale, Bir
hitam/Stout, [ow
Alcohol Wine, Minuman
beralkohol berkarbonasi,
dan Anggur Brem Bali.

SEtii"r

? l\G. rlu:,;..jl,i

Reduced Alcohol Wine
Anggur/Wine, fr{inuman
Fermentasi
Pancar/Sparkling
Wine/Champagne,
Caebonated wine,
Koktail Anggur/Wine
Coktail, Anggur Tonikum
Kinina/Quinine Tonic
Wine, Meat Wine atau
Eleef Wine, Malt Wine,
Anggur Buah/Fruit
Wine,Anggr-rr Buah
Apel/Cider, Anggur Sari
Buah Pir/Perry, Anggur
Beras/Sake/Rice Wine,
Anggur Sari
Sayu ran/Vegetable
Wine, Honey
Wine/Mead, Koktail
Anggur/Wine Cocktail,
Tuak/Toddy, Anggur
Brem Bali, Minuman
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur, dan
Anggur Ginseng.

BUPATI

Koktajl Anggur/Wine
Cocktail,
Brendi/Brandy, Brendi
Ruah/Fruit Brandy,
Wiski/Whiskies, Rum,
Gin, Geneva, Vodka,
Sopi Manis/Liquems,
Cortlial/Cordials,
Samsu/Medicated
Samsu/Arak/Arrack,
Cognac, Tequila, dan
Aperitif.

A UTA

FREDE BA RRING

asis:i::i I

I

I



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 TAxlr-]{ 2015 tAlc,caJJ 13 JULI 2015

TENTANC
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERAI.KOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIIMPOR

DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

I{OMOR HS URAIAN BARANG
Blr terbuat dari malt22.O3

2203.00.10.00 Bir hitam dan Porter
2203.O0.90.00 Lainlain, terlnasuk ale

2204.tO.OO.OO

22"C4 fitnrnaa fet-meAtasl dari bnah md(El regar, termetOt
mi.numal fermentasl yo'.g diperluat ; Gtrape must selaln
dart pos 2O.09
Minuman fermentasi pancar
Minuman fermentasi lainnya; Grape must I'ang fermentasinya
dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:

2204.21 Dalam kemasan 2 liter a.tau kuran
Minuman fermentasi :

2204.2r.tt.oo Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15"/o menurut
volumenya

2204.2t.12.OO Dengan kadar alkohol melebihi 15o/o menurut volumenya
Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan
dengan penambahan alkohol :

2204.21.2t.OO Dengan kadar alkohol tidak melebihi l5o/" menurut
volumenya

2204.2t.22.OO Dengan kadar alkohol melebihi 1596 menurut volumenya
l,ainlain2204.29
Minuman fermentasi
Dengan kadar alkohol tidak melebihi l5o/o menurut
volumenya

2204.29.r1.0O

2204.29.t2.OO Dengan kadar alkohol melebihi l57o menurut volumenya
Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan
dengan penambahan alkohol:

2204.29.2t.OO Dengan kadar alkohol tidak mclebihi l5yo menurut
volumenya

2204.29.22.OO Dengan kadar alkohol melebihi 1570 menurut volumenya
Grape must lainnya :2204.30
Dengan kadar alkohol tidak melebihi l5o/o menurut
volumenya

2204.10.OO

Dengan kadar alkohol melebihi l57o menurut volumenya2204.30.22
Vetmouth daa mlaumo- fermeatasi latanya darl buah
,.no€ur segar yatrs diberi rar. deagaa zat aabati atau zat
bc,taroma.

22.O5



2205.10 Dalam kemasan 2 liter atau kurang:
2205.10.10.OO Dengan kadar alkohol tidak melebihi l1y" menunrt

volumenya
2205_ 10.20.OO Dengan kadar alkohol melebihi l57o menurut volumenya
220s.90 Lain{ainnya:
22.05.90.10.00 Dengan kadar alkohol tidak melebihi l5o/" menurut

volumenya
2205.90.20.OO Dengan kadar alkohol melebihi 15olo m€nurut volumenya
22.06 ULaumo- fermcatasl hinnJra latsalaya, feraeatasl sari

buah apel, .irf bu.eh ;rir, latutea 6fla rlrlrn 1i1f;
campE ra ainumaa ferment-ei yang ttdel mcngandung
eltohol" ttdal dtrinci at [ fidaA te*-magul drl.'rr poa
l.innya.

2206.00. r0.00 p"r-sntssi buah apel dan fermentasi sari buah pir
22A6_OO.20.OO Sake (minuman anggu r dari beras)
2206.00.30.oo Tuak
2206.O0.40.O0 Shandy
2206.00.90.00 l,ain-lain, termasuk fermentasi laru tan madu dalam air

EIHI alkohol yang ttdat dtdcaeturast dcagea Ledu altohol
kErang dari t07o rEclurnt volrmcnya; Splrit, Sopi maals
daa fhu.naa bcrdlohol leinaye.

22.O8

Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi
anggur atau grape marc :

2208.20

tlrendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 467" menurut
volumenya

2208.20.tO.OO

Rrendi dengan kadar
volumenya

alkohol melebihi 460/o menurut2208.20.20.OO

Lain-lain, dengan
volumenya.

kadar alkohol melebihi 4670 menurut2208.20.40.OO

Dengan kadar
volumenya

tidak melebihi 46Yo menurut
Wiski:

alkohol
2208.30
2208.30.10.00

Iuo/

linganlainnya
vo menem un tru46Il^ h yahko o mclcalkadarDcngan

dhI led penyuenganhoko Ial peroumR yangdan
produk gula tebu yang difermentasr :

2208.30.20.o0
2208.40

Dengan kadar
volumenya

tidak melebihi 460/o menurutalkohol2208.40.10.00

menuvoIun tfume yah 46"/"1m1 Ie trehko oalkadarf)engan220A.40.20.oo
Gin dan Geneva :2208.50
Dengan kadar
volumenya

melebihi 460/" menurutalkohol tidak2208.50.10.00

volumenyaen ruu tbih 4696mI Ie ehko oalkadarDengan2208.50.20.0o
2208.60

Dengan kadar
volumenya

alkohol 46o/o menuruttidak melebihi
2208.60.10.oo

luenubihi votrum menya46Yolemeoh IalkokadarDengan2208.60.20.00
ialrdCoSI danManSo p2208.70

I

Vodka:



2204.70.10.oo Dengan kabar alkohol tidak melebihi 57o/o menurut
volumenya

2208.90 Lain-laIin :

2208.90. 10.OO Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak
melebihi 4oolo menurut volumenya

2208.90.20.OO Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 4O%
menurut volumenya

2208.90.30.OO Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi
4O7o menurut volumenya

2208.90.40.00 Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 4oolo

menurut volumenya
2208.90.50.OO Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak

melebihi 4O7o menurut volumenya
2208.90.60.OO Arak atau spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol

melebihi 4O7o menurut volumenya
2208.90.70.OO Bitter dan minuman semacarnnya dengan kadar alkohol tidak

melebihi 57olo menurut volumenya
2208.90.80.00 Lain-lain tl

i RA.'A
EX}A

istsli:.t

BUPA

FREDE IK I SORRING
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],AMPIRAN IIi
PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA
NOMOR 20 TAiilif 2015 TATIIGoAJJ 13 JUL] 2015

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN ALKOHOL
(SIT]P-MB) UNTUK PENGECER DAN PENJUAI, LANGSUNG SEBAGAI

PENGECER

1

2

NOP SI'RAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB) UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG SEBAGAI

PENGECER
Nomor

Nama Perusahaan
Alamat Kantor Perusahaarr

No. Telp/Fa,r
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
Kegiatan Usaha
Kelembagaan
Bidang Usaha (sesuai }G}LI 2OO9)

Jenis Minuman Beralkohol

: Perdagangan Barang
: Pengecer, Penjual Langsung

Di keluarkan :

PadaTanggal :

Elerlaku s/d :

a.n Bupati
KePalaDinas'

Golongan A
Golongan B
Golongan C

11. suP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan

Minuman Beralkohol di wilayah"""sesuai Surat Penunjukan

5sbqgai....dari PT. -..Nomor" "'tanggal" "'
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum

dalam halaman kedua:

)
(

Keoenteriao
Perdagangan

Dalao Negen

1

Teobusan
Drien

cl.,d?8lilgdj
Provins

2 Kadts (abrrPaten
3 Kadis

4


